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ABSTR{CT
KPPU is an independent body set up by Las No. J of 1999 conceming Monopoly Practices

and Unfair Business Competition. Similar to lhe American Fedeml Trade Commission (FTC)'

KPPU's role is to supervise unfair business praclices in the country. As current businesses have

developed so mpidly that counlries have considered themselves as "borderless", there is a

strong doubt about the relevance ofthe law in question. This adicle elaborates some aspects of
this law. such as the relevanl lemr of business enlilies which may be difllculi for KPPU to

legally deal wirh. In anticipation ofthh global trend. the author suggests for KPPU to iake three

urgent steps namel). : implementinS good corporate goYemance, strengdrening iis human

reaources and research, and establishing a global co-operation with this KPPU would be better

equipped in dealing with the .apid development of unfair competition in worldwide business

Kaia kunci: KPPU, Globalisasi Persaingan Usaha.

I. LATAR BELAI'A.NG

Saat ini kita hidup dalam
dunia tanpa batas yang sepenuhnya
saling berhubungan dan ber-
gantung, yang dipersatukan oleh
ekonomi global. Ekonomi global
pada dasamya mengabaikan
hambatan-hambatan ala,J. border-
less (karena jika hambatan tersebut
tidak dihilangkan maka akan
menimbulkan distorsi). Di dalam
ekonomi global, peristiwa-
peristi$'a ,vang tcrjadi di berbagai
belahan bumi telah membentuk
satu dunia ,vang terintegrasi dalam
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seluruh aspek-aspek kehidupan-
nya: ekonomi, sosial, budaya,
teknologi, bisnis, sefta pengaruh-
pengaruh laimya, yang
kesemuanya itu menembus batas-
batas ruang dan waktu.

selanjutn)a
adalah, apakah yang dimaksud
dengan ekonomi global itu?
Jawaban atas pertanyaan itu
sangatlah sulit karena istilah
tersebut masih menjadi perdebatan

dan merupakan pengetahuan yang

tidak pasti (karena banyaknya
variabel lang harus diamati).
Namun dernikian. terdapat ciri-ciri
dari ekonomi global lang dapat
dikenali, yaitu irl,liible (tidak
kasat mata), c).-ber-connected

Pcranvaan
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(terhubung secara .Iber melalui
komputer), dan borderless ltanPa
batas-batas negara) (Kenichi

Ohmae.2005: l8'2:l).
Di sini Perlu dicatat bah\\a

kondisi tanpo batas-batas itu tidak

sepenuhnla benar. mengingat
neoarr-nesara nasional saat ini

ma-sih m-elakukan kontrol alas

pergenkan omng dan barang lasa
dengan tujuan keamanan dan

keselamatan publik Oleh karena

itu, pada saat ini di dunia hanla
terdapat empal faklor dalam

kegiatan (persainganl bisnis r ang

sungguh-sungguh Ielah memasuki

daerah tanPa batas-batas. )ang
dikenal dengan 1C'. Communi-

t:dtions (komunikasi). CaPtal
(modal). CorPol-.lIiors (pelusaha-

an), dan aor5rrr?er-s ikonsumen)

fKenichi Ohmae. :005: 18-24).

Akibatn,va. pemikiran-Pemikiran
lama mengenai nilai (kultur)

perusahacn. teml3suk PersainEan
di antara parn Pelaku useha.

semalijn bergeser.
Di lain pihak sebagai

landasan hukum dalam bergerak.

KPPU tidak rnemiliki Pilihan
selain mengacu Pada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek

Monopoii dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat (UL No 511999).

Meskipun isi dari undang-undang

tersebut dinilai telah sesuai dengan

standar intemasional karena

didasarkan pada dokLrmen kerja

dwi Working GrouP on Restricti|e
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Butincs-\ Practi{es }ang disuslul

oleh Trttde dnd Da|cloPmenl
hourd oi lho L.-niled l1tiotls
( t)tiirlnce on Tradc dnti

De':elopntenr ([NC l-.\D). dengan

adanla globalisasi Pcrsaingan
usaha. pcrlu dilakukan Pemahaman
baru dan pcnlesuaian .iangkauan
dari pengcrtian-Pengertian Yang

diatur oleh Unddg Lhdang

tersebut. misalnla Pengertian
struktur pasar. Pelaku usaha.

pengadilan. dan lain-lain.
Dalam kaitan itu. KPPU

perlu ntengidentifikrsi trnranllan_

tantanpan baru l] ang timbul akibat

perubahrn tren eLonomi gLobol).

membenk:n mrkna nlelalui
pcnailiran di bidang l'lukunl dan

ekonomi. dan sckaligus mcngan-

tisipasinla. lJan)'a dengan

memahaml tantangan_lantangan

tersebut. KPPU mamPu n]em-

fonnulasikan berbagai strategi

untuk meniau'abnYa ; KPPU dapat

saja menggunakan cara decision

lree aking Prccess ttntuk memilih
salah satu altematif di anlaran) a

.vang paling tepat untuk kondisl

tefienlu.

II. PERMASALAHAN

Dari uraian laur belakang di

aus diketahui tentang kondisi

dunia bisnis ,vang telah mengglobal

di mana tidak diketahui lagi batas-

batas negara dalam Persaingan
usaha. Untuk itu Permasalahan
yang Potensial di masa depan
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ldalah: 'Bagaimana KPPU meng-
antisipasi globalisasi persaingan
usaha tersebut?"

III. ANALISIS (TANTANGAN KE
DEPAN)

Sesuai dengan Pasal i bulir
18 UU No. 5/1999. KPPU
dibenluk untuk mengawasi pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatar
usahanya agar tidak melakukan
praktek monopoli dan/atau
pcrsaingan usaha tidak sehat.

Pengefiian pelaku usaha
disebutkan dalam Piisal 1 butir 5

UU No. 5/1999. yaitul
Sctiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum atau

bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan
atau mclakukan kcgiatan dalam
wilayah hukum negara Republik
lndonesia, baik sendid maupun
bersama-sama melalui perj anji-
an. mcnyelenggarakan berbagai
kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi-

Dari pengefiian tersebut jelas

bahwa, pelaliu usaha yang pcrlu
diawasi oleh KPPU lersebut
merupakan badan hukum atau

bukan badan hukum yang ber
kedudukan atau yang melakukan
kelJialan usahanya di wilayah
Republik Indoncsia. Padahal salah

salu lcnomcna dari tren ekonomi
global adalah hilangnya identitas
diri dari para pelaku usaha.

Menglngat KPPU berhadapan
dengan globalisasi ekonomi"
(khususnla korporasi) yang tidak
lagi n1emiliki identitas
nasionalltas. rimbul peflanyaan :

masih relerankah definisi pelaku
usaha sebasaimana tcrcantum
dalam Pasal I butir 5 UU No.
5/19991

Dengan adanva ckonomi
global tanpa batas. hal ini telah
dijawab oleh para pelaku usaha
dengan menghrndan jebakan
negara nasional dengan sistem
hukumnya masrng-raasing. Di
u,aktu yang lalu. perusahaan yang
sukses mengidentifikasikan dili
dcngan daerah asal. kdntor pusat
perusahaan, atau bahkan sebuah

slogan kebanggaan perusahaan
"kota asal. di mana semuanya
dimulai". Sekarang kcscmuanva
itu sudah ketinggalan 1aman. jika
mereka melihat bah\\a dunia snat

ini mcmpakan satu pasar dalam
persaingan. Perkembangan komu-
nikasi (mclalui teknologi infor-
masi) memberi arlr bahwa
pcrusahaan ridak perlu lagi terikat
pada suatu kantor pusat di kota
terlelllu. Jika kcadaan meng-
haruskan, mereka bahkan dapat
melepaskan hubungan hukum
dengan daerah asal dan mendaftar
lagi di tempat Iain, suatu lokasi
yang lebih men\'enangkan tanpa
risiko tinggl.

Timbul pertanyaan, bagai-
mana KPPU dapat menindak Jika
pelaku usaha melakukan kegiatan
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persaingai lanpa mendidkan dan
berkedudukan di *ilay ah hukum
Indonesia atau ia tidak melakukan
kegiatan usaha dalam \rilal ah

l]ukum negara lndonesia. meski-
pun para ' konsumennla adalah
orang Indonesia )ang tinggal Ji
Indonesia. (Catatan: Peningkatan
bisnis gjobal telah meDJorong
dibentukrya joint vntute triet-
nasional. rreigal dan akuisisi.
aliansi strategis. d1l. lang tiiiak
lagi mempertimbangkan doorisili
pelaku usaha) (t-arry {. Dima&eo
20(ll: 78 * 841.

Sebenanr a kelerltuan Pasal

I butir 5 1ang menun-ruk konflik
hukun tersebut telah dimodifikasi
oleh ketcntuan Pasal 16 Ulr No.
5r1999 J ang melarang pelaku
usaha Indonesia "membuat
perianjian dengan pihak iain di
luar negeri \ang memual ketenluan

,vang dapal mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli
dauratau persaingal lidak sehal.''
Ketentuan khusus dalam Pasal 16

tersebut diperlukan karena materi
ketentuan Pasal 1 butir 5 tidak
menjangkau pelaku usaha l ang
berkedudukan di luar ncseri dan

!'ang tidak melakukai kegiatan
usaha di wilay-ah Indonesia, tetapi
perilakunla mempLrn)ai dampak
terhadap pasar di Bilalah
Indonesia. Dengan demikian.
menuut Sacker Pasal 16 tersebL(
dapat juga diterapkan terhadap
kartcl-kartcl intemasional. (..1/Ilcl,
16 o{ the Indonesian Lav \o

KPPt- t)1t.1\t (;Lt)A 1Lt:151
l,IR.S.,\'(;.r., i..!.{t/.1

i l'/9t/ 1]l\o cxtends ,' rvcr ttt

intai 11.LtionLlI cdrtaIs) lKfud lfun\en
./ ,/i 100: 19).

\amun demiliar. tlmbr,l
pertan|aan tcrkait dcn!3rr Pa:tai l5
lcrscbut- raitu t,egaiman:r KI'Pi
Llapat nlenindak perusahlan rii luar'

negeri .jika ia Lidak nrerlpunrai
hubungan huklLnl dengan pcl.Lkir
rLsaha di lndoncsia arau hahl.:an

tidak dikctahui di mana kebcr-
adaai nlereka. Artin\n. ada

barangnla dengan posisi donrinan
dr lndonesia. tetalri iidak dikctahui
identitas hukum ikeheraclaan)
pelaku usaha iual negeri lersebut.
lJal demiklan sangat nurekin
terjadi dalam dunia tanpa batas
dengan ekonomi global. di rnana
para kolrsunlen lnenlilikl keoram-
puan untuk bcrkcliling dalanr
berbel:rnja melaiui iill"-rnet.
(f ehraD: Kegiirli ekol1oni global
sqiak diluncurkatuila onitnt sl]l,l
,'it:kIiu s Setrel pada L)eseinber
1998 meningkat dr:rstis: leri adi
mill arrn dolar lransaksi e-

commerce mclalui intanrct saat ini
seliap harin)a) (Kenichi (-thmae.

1005:43).
lntemet nlcmbcri konsuman

kemampuan untuk mcnrban-
clingkan produk dan harsa sena
nlendapatkan lebih hanl ak

inlbrmasi secara lcbih nrudah.
Cara-cara pembavaran dcngan
kartu kedil memungkinkan
pembelian dilakukan. diproses, dan
dikirimkan ke konsumen tanpa
pcduii siapa lidcnritas atau aliu'ratl
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dari si penjual. Konsumen yang
mensetahui bahwa barang tertentu
dr negaranya lebih mahal,
sedangkan barang sejenis di tempat
lain lebih murah lsetelah diramhah
ongkos kirim), tentunya akan
membeli produk yang lebih
menguntungkan. Di sini transaksi

),ang terjadi mclalui dunia maya
menjelrna menjadi barang atau jasa
berwujud dirlam kcnyataan hidup.

Marilah kita beranda-andai,
apa yang akan dilakukan KPPU
.jika dari kasus di atas (meskipun
sulit. barangkali) dapat diketemu-
kan pelaku usaha tersebut yang
melakukan praktik monopoli
dan/atiru persaingan usaha tidak
sehat di wilayah Indonesia, yaitu
sebuah perusahaan multinasional
terkenal yang berkedudukan di luar
ncgcrj. Meskipun telah mengetahui
"tersangkanya", KPPU perlu
mempertimbangkan secara hati-
hati pcnggunaan pengadilan :$ing

dalam litigasi tersebut, bagaimana
melaksanakan putusan pengadilan
di sebuah negara asing (Garot

Soemartono. 2002: 4 9).
Masih banyak contoh-contoh

lainnya yang mempakan tantangan
KPPU di masa depan, tetapi dalam
makalah yang singkat ini tidak
dapat diulas banyak hal. kecuali
petunjuk bahwa dalam globaiisasi
persaingan usaha, semuanya
nampak serba mungkin. Termasuk.
sangat mungkin KPPU harus
berhadapan dengan sistem
ekonomi dan hukum asing yang
bcrbeda atau bertentangan dengan
sistem huklm nasiona] Indonesia.
Di sini hal minimum yang dapat
dilakukan KPPU adalah. bagai-
mana menggunakan dokumen
UNCTAD sebagai litik iolak bagi
interpretasi istilah-istilah hukum
yang terdapat di dalam undang-
undang UU No.5/1999 secara

benar.

IV. I,ANGKAH-I,ANGKAH
KPPU

Sebagaimana telah diurakan
di atas bahwa dalam era ekonomi
global, komunikasi tanpa batas-
batas dimungkinkan dengan
kemajuan teknoJogi informasi.
Dulu diperlukan seorang pakar
ekonomi atau ahli hukum
berpengalaman untuk menghu-
bungkan setiap potongan informasi
satu sama lain untuk menjawab
suatu kasus (praktik monopoli atau

unluk mcngcla mereka.
(Penggunaan arbi[ase infem-
asional di sini tidak mungkin
dilakukan karena tidak ada
perjanjian "tcnulis" di antara para
pihak untuk itu, atau peiaku usaha
teNebul "pasti" menolaknya.) Di
sini KPPU perlu memper-
timbangkan tiga hal, yaitu: (1)
bagaimana mengajukan gugatan
secara bena, di pengadilan negara
lain: (2) bagaimana pengumpulan
buktr-bukti dapat dilakukan oleh
para pihak yang bersengketa di
nesara asing: dan (3) jika menang
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pare cy).
(accounttability), dan respon-

sibilitas (re.rporsirii i0) di
dalam perusahaan atau bagi
pelaku usaha. maka sekamng

persaingan usaha tidak sehat) dan
menjadikann-va sebuah kesimpulan
yang bersifat analitis. Tetapi saat

ini, orang biasa pun dapat mencari
kaitan antara berbagai peristiwa
(yang nampak tidak saling
berhubulgan) menjadi sebuah

.jawaban analiiis. hanla dengan
menyebutkan bebempa kata dalam
sebuah "mesin penczri" (rnisalnla
Google).

Kesemuanya ltu

menunjukkan bahrva sulit (atau

hampir tidak mungkin) sefta sangat
mahal bagi siapa pun (pihak-pihak)
untuk menyembunyikan kebenaran
atas suatu peristiwa. Di sini siapa
pun (baik disadari atau pun tidak)
adalah pelaku. temasuk juga

KPPU, yang setiap tindakannya
selalu diawasi dan dinilai oleh para
pelaku lainnya- Unruk menj arvab

tantangan tersebut, KPPU pcrlu
meningkatkan kinerjanla yang
selama ini telah berlangsung dan
berani mengambil langkah-langkah
strategis sebagai berikut:

A. KPPU melaksanakan goad
corp orute g ove r n a nce (G CG)

Jika selama ini KPPU
menekankan tentang perlu-
nya menerapkan prinsip-
prinsip GCG: kewajaran
(/dires.r), keterbukaan (rani-

akuntabilitas

KPPL D 1t,A.II GLOB,lLISASI
P l: RS.4 l.\G'1 )\ I.'5.1 HA

KPPLI perlu rnemperbaharui
tekad bagi penerapannla
terhadap diri sendiril jadi di
slnl KPPU tldak

MEMBERIL{N contoh
bagaimana GCG sebagai
pedoman atau acuan bagi pam
pelaku usaha (bisnis) dalam
menjalankan kegiatan usaha-

n)a. tetapi KPPU IIEN:IADI
contoh bagaimana melaksana-
kan semua itu.

Sebagaimana dikctahui
bah\\'a dalam ekonomi global
setiap kegiaiall dan putusan

KPPU akan dinilai oleh para
pihak di penjuru dunia. l,hluk
itu, KPPU dapat menurjuklan
kepada dunia bahwa ia telah
menerapkan GCG atas setiap
kegiatan -vang dilakukan
(khususnya penanganan suatu
kasus) secara transparzm. adil,
dan bertanggung jarvab, baik
daian proses maupun
hasiln)a. Setelah itu semuanla
diserahkan kepada publik
untuk menilainya; dan
bukannya kepada pengadilan
Indonesia yang suiit
diandalkan kualitas putusan-
nya (Agence France-Presse,

2005: l).
KPPU tidak dapat

memaksa pengadilan untuk
memenangkan kasus-kasus
yang ditanganinya. tetapi
KPPU dapat menyarnpaikan
argumentasi bermutu (melaiui
analisis pertimbang-an hukum
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dan ekonomi) bdgi setiap
putusannya yang diharapkan
marnpu me-vakin kan semua
pihak. khususnya pengadilan,
tentang kebcnar an posisinya-

dngat: dalam borderless
n,arll orang awam pun dapat

dcngan mudah mencari dan
rnenilai suatu kebenaran:
rkibrtnya dissenting opi iai
yang bermutu lebih dihargai
dan banyak diikuti.) Karena
itu keberhasilan KPPU tidak
ditentukan olch banyaknya
kasus yang ditangani (yan8

selama 2000/2005 berjumlah
4l kasus) atau kemenang
annya di pcngaclilan tetaPi
oleh kualitas dari pet
timbangan atau analisis atas

sctiap kasus kasus Yang
dilangani. Di sinilah KPPU
memerlukan sumber daya

manusia yang berkualjtas.

B. Peningkatan kemampuan
SDM dan riset

Dalam globalisasi
persaingan usaha, KPPU akin
menghad.lpi "rasaksa-rasaksa"
pelaku usaha, khususnya
perusahaan multinasional
dengan sumber dayanya Yang
"tidiLk terbatas". Tidak ada

.jalan lain bagi KPPU selain

menghadapinya dengan
persiapan matang, percaya

diri, dan kemampuan
penguasaan materi. untuk itu,
diperlukan surnberdaYa

manusia, khususnya anggota
KPPU yang handal dan

mampu menjawab semua
tantangan tersebul.

Dilam kaitan itu.
peningkatan kernampuan
keahlian pada tingkat lop

misalnya
analisis kebijakan strategis

dan teknik bernegosiasi, perlu
diberikan kcpada para anggota

KPPII secara pcriodik. Di
samping itu, peningkatan
kemampuan secara substansi
(.knowl..lge) lentang hal-hal
baru (modus operandi) praktik
monopoli dan Persaingan
usaha tidak sehat perlu
dilakukan secara terProgram
di mana masing-masing
anggota KPPU dapat

meiakukan spesialisasi atas

penanganan perkara. oleh
karena han)a dengan

perencanaan peningkatan
kemampuan dalam teori dan

praktek yang dilakukim secara

teryrogram. para angSota

KPPU dapat mengetahui
pencapaian hasil (misalnya

dari ke8iatan training antl
d.rrelopr?err) secara terukur.

Peningkatan kemampuan
juga bcrlaku bagi seJuruh

personalia Sekretariat KPPU.

Apa )ang dilakukan oleh

Sekretariat KPPU yang diberi
kesempatan untuk ke dua

kalin)a (20 Februari - 10

Maret 2005) oleh Japan Fair



∝
Trade Commission (JFTC) ke

Jepang mengikuti GrouP

Training of Compelition Lav
antl Policy di Jepang, atau C'
mengikuti OECD Training for
Competition,l,uthotit) (25

29 April 2005) di Seoul.

Korea, merupakan salah satu

contoh upa!a peningkatan

kualitas diri lersebut. Namun

demikian, berbagai kegiatan

semacam itu perlu dilakukan
secara sistematis dan

terprogran sehingga sasamn

dan hasil akhir Yang
dikehendaki dapat lebih
terfokus.

Di samping itu. KPPU
perlu menealokasikan

sumberdaya yang dimiliki
untuk melakukan riset dan

pengembangan (R&D) tentang

kebijakan persainga[ (secara

global), melalui analisis

ekonomi secara emPiris
Sebagai langkah pertama,

dapat saja diundang pa.a Pakar
dari industri-industri untuk

mendiskusikan berbagai topik
yang memerlukan penelitian

lebih lanjut. (Catatan: Menurut
Mu s, Ketua FTC, hasil dari
kegiatan semacam itu di
Amerika yang diselenggara-
kan oleh Federal Trade

Commission menunjukkan
bahwa evaluasi atas merjer,

dampak kompetisinya dan

efisiensinya, mendapat

KP PL' DA I,A 11 G LOBA LISASI
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dukungan paling luas)
(l imothy J. Muris. 2003).

Kerja sama secara global
Untuk mengantisipasi

giobalisasi ekolomi. KPPU

hanya mempun,vai sebuah

pilihan, yaitLl melakukan kerja

sama (secara global) dengan

lembagalembaga sejenis di
negara lain. Di sini KPPU
perlu mengkaji secara

mendalam dan berkcsinam-
bungan kemungkinan keia-
sama tersebut. terutama

mereka yang memiliki banYak

pemsahaan yang beroperasi di

Indonesia. Upa,va untuk

mengambil tindakan terhadaP

pelaku usaha yang tunduk
pada sistem hukum lain karena

beroperasi dari ncgara asal

perlu mendapatkan perhatian

khusus. KPPU juga dapat

mengusulkan kepada peme-

rintah untuk meiakukan
perjanjian bilateral ataLl

multilateral (turut serta daiam
konvensi-konvensi) yang

memudahkann,va untuk meia-

kukan pengawasan persaingan

usaha bersama.
Kedasama KPPU selama

ini dengan berbagai otoritas,

sebagaimana telah dilakukan
dengan Japan Fair 'llrade

Commission (JFIC) pada 12

Januari 2005, dapat terus

diiakukan, bahkan perlu
diperluas j angkauannya.
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Dernikian puia, pembentukan
l-embaga Pengawas Persaing-
an Asia Timur dapat menjadi
langkah pcrmulaan untuk
saling memahami eksistensi

.hukum persaingan di masing-
masing negara tersebut dan
efektivitas pelaksanaannya.
se(a bagaimana kcterkaitan
hukum persaingan untuk
be$agai kebijakan industri.
dan lain lain. Dih,lrapkan
langkah-langkah awal tcrscbut
terus berlanjut dan meluas.
sehingga peran KPPU dalam
globalisasi persajngan usaha
dapat lebih efektif.

V. PENUTUP

Persairgan usaha adalah
puncak dari perlindungan
konsumen. Persaingan yang sehat
akan mengakibatkan turunnya
harga, meningkatnya kualitas
produk dan .jasa. dan mendorong
tifibulnya penemuan-penemuan
baru yang kesemuanya bermuara
pada keseJahteraan konsumen.
Dalan kaitan itulah, peke{aan
utama KPPU adalah, melindungi
di]n menperkuat ekonomi pasar

yang bcbas dan terbuka sehingga
mampu rnendorong pernbangunan
ekonomi nasional secara lebih
efektii. yang pada gilirannya akan

nleningkatkan kesejahteraan
konsumen; lang nota bene adalah
rakyat Indonesia.

Dengan langkah-langkah
sebagajmana diuraikan di atas
(gootl corporute goternance,
sumber daya manusia dan riset
yang berkualitas, dan kerja sama
global) diharapkan KPPU dapat
mencapai visinya. yaitu:
"Terciptanya iklim usaha yang
sehat, kesempatan bcrusaha yang
sanla, serla lerciplanya ekonomi
yang efisien dan adil, mcnuju
masyarakat yang sejahtera."
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